SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN

Menimbang

Mengingat

RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

. bahwa dengan adanya penambahan materi yang diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu diadakan
perubahan dan penyesuaian,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor
S5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kabupaten Bulungan;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan
Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/26/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor
694);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan
Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2008 Nomor 1);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2009 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Menetapkan :

dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR S5 TAHUN 2009
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN BULUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2009 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut :

(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat
diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun
atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi
dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua
Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

2. Ketentuan BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
BERSIH Pasal 47 setelah ayat (1) ditambah 1 ayat baru,
sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 47

(1) Laba Bersih setelah dipotong pajak yang telah diaudit oleh
Aparat Pengawasan, pembagiannya ditetapkan sebagai

berikut :

a. Deviden untuk pemegang saham .................... 50 %
b. Cadangan Umum .......cccoeeviiiniiiiininiiiininennanes 15 %
c. Cadangan Tujuan ........ccceeevveveiviiiineinnenennenne. 15 %
d. Dana Kesejahteraan .........c..coceveveiiiiininninennnn.. 10 %
€. Jasa Produksi ........cccoveiiiiiiiiiiiii 10 %
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(2) Khusus untuk Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan e, perlakuan akuntansinya berpedoman pada Standar
Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

(3) Bagian laba untuk Pemegang Saham Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain
digunakan untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan
pegawai, sosial dan sejenisnya.

(5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI BULUNGAN,
ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.
SUDJATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

/—.
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si
Pembina / IV a
Nip.196403281995032001
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